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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan manusia semalkeragam
salah satunya adalah kebutuhan papan/tempat tingdghingkatnya jumlah
penduduk menjadi faktor utama meningkatnya kebutupamukiman. Guna
memenuhi kebutuhan lahan yang semakin lama makimpisemaka manusia
dengan berbagai cara melakukan perluasan lahan u yatengan
menambang/mengepras gunung dan perbukitan. Kemddipara modern tidak
luput dengan industri untuk memproduksi barang/jaSemakin pesatnya
pertumbuhan kota maka lahan makin terbatas dandedou lahan untuk industri
di kota-kota besar dipenuhi dengan reklamasi dararpbangan mineral bukan
logam. (Almaida, 2008).

Seperti dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn (}9B&hwa salah
satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijaledalah disposisi
implementor yang meliputi kognisi atau pemahamannya terhadap kebijakan.
Respon implementor dan preferensi nilai  yang dimiliki  oleh
implementor.Pemerintah adalah implementor yang tugas, pokok fdagsinya
mengelola dan mengawasai kegiatan penambangan.m dalzelakukan
pengawasan penambangan dibutuhkan komitmen yang datak menindak
secara tegas para penambang yang telah melangggturpe dan perijinan.
Namun, komitmen pemerintah dalam mengimplemerdasikebijakan sudah
tinggi, tetapi belum optimal. Pada saat ini kegiapg@nambangan sangat marak
terjadi dimana sebagian besar penambangan tettsgdduberijin, akan tetapi baru
sebagian kecil yang ditindak secara hukum di pdtagadhal ini yang
menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakang dilakukan oleh

pemerintah. Sangat disayangkan, pemahamglementor terhadap peraturan



atau kebijakan sangat tinggi namun, implementadapangan belum optimal.
(Ismail, 2007).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan
Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan peagelsumber daya alam
khususnya pertambangan kepada masing-masing dakefenangan untuk
pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hikgdpapaten/kota telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangfédangan Mineral dan
Batubara. Dengan adanya dua peraturan tersebutisafla semakin memperkuat
posisi pemerintah daerah dalam hal ini pemeriniagkat Kabupaten/Kota.
Namun, sangat disayangkan pemerintah Kabupatent@tan memaksimalkan
kekuatan hukum ini dalam penegakan upaya pengalgi@atambangan yang

ramah lingkungan.

Elsam (2003), menyatakan bahwa kehadiran perusgietambangan di
suatu daerah niscaya membawa kemajuan terhadap waggkitarnya. Berdiri
atau beroperasinya sebuah pertambangan di suatahdakan menghadirkan
kehidupan yang lebih sejahtera, keamanan yangrirjadan kehidupan sosial
yang lebih baik. Pemikiran demikian didasarkan pagmendangan bahwa
perusahaan pertambangan merupakan agen perubals@al-ekonomi bagi
masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Asumagsipgrusahaan pertambangan
akan membawa serta arus investasi, membongkassiiserga, dan membuka
akses masyarakat terhadap dunia Iluar. Dengan kahadperusahaan
pertambangan, akan dibangun berbagai infrastryleng diperlukan masyarakat,
seperti jalan, aliran listrik, air bersih, trangjasi, dan jaringan komunikasi.
Namun, asumsi seperti yang diuraikan di atas, isagerlu diubah total. Hal ini
disebabkan, hingga saat ini di berbagai lokasigpdsangan di Indonesia, asumsi
seperti itu tidak pernah menjadi kenyataan. Dalamarkgka pikir yang demikian

itu, satu hal yang perlu ditekankan, tetapi keralp dilupakan, sebuah perusahaan



pertambangan pada hakikatnya adalah pengejawant@duansistem ekonomi
kapitalistis dunia.

Secara ekonomi, kegiatan penambangan mampu megkatan
keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkasadeéan menyerap tenaga
kerja sangat banyak dan bagi Kabupaten/Kota bisangleatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membatmouse dan lain-lain.
Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebgndengan kerusakan
lingkungan akibat kegiatan penambangan yang sy@gagan eksplorasi dan

eksploitasi sumber daya alam. (Hasibuan, 2006).

Menurut Dyahwanti (2007), berdasarkan perhitungandppatan yang
diperoleh serta biaya kerugian lingkungan yang adaka diperoleh nilai
perbandingan sebesar 0.67. Angka ini menunjukkémvaanilai pendapatan tiap
tahun yang diperoleh dari kegiatan penambangamn gasiingguhnya sangat kecil
dan tidak sebanding dengan total kerugian lingknngang terjadi. Padahal
kerugian tersebut belum termasuk adanya perkirgayalingkungan dari total
erosi yang terjadi, polusi udara, biaya menyusutayaserta biaya reklamasi
lahan. Reklamasi lahan yang merupakan kegiatan lgeanudari tanah kritis dan
mati menjadi tanah produktif sangat mahal dari segya, tenaga dan waktu.
Memerlukan waktu tersendiri untuk menghitung biag&lamasi lahan bekas
penambangan pasir. Jadi apabila dihitung keselarbleya kerugian lingkungan
yang terjadi dengan adanya kegiatan penambanganagas menghasilkan nilai
yang sangat kecil dan tidak berarti sama sekalinfbds yang diperoleh dari
kegiatan penambangan pasir tidak akan ada artifeydibandingkan dengan nilai
kerugian lingkungan yang terjadi secara keseluruhan

Walaupun kegiatan penambanga sudah diatur sects ¢&lam
Undang-Undang, akan tetapi permasalahan lingkunet@ap saja terjadi hal ini
dikarenakan penggalian bahan mineral bukan logasir(kerikil, tanah timbun)
tidak terkendali dan tidak terawasi. Seperti yaegati di Kabupaten Deli
Serdang dari lokasi penambangan yang terdapat padaamatan tersebut tidak

semuanya memiliki Surat 1zin Penambangan DaerdD5(Hasibuan, 2006).



Akibat penambangan ini mengakibatkan terjadinya gpesan
terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dammyk@an tanah yang
mengandung bahan organik yang disebut dengan tiasardan berwarna gelap
karena akumulasi bahan organik di lapisan ini yaegupakan tempat tumbuhnya
tanaman sehingga menjadi subur. Lapisan humus anyak digunakan oleh
masyarakat untuk menyuburkan pekarangan rumah.yadabang-lubang bekas
penambangan mengakibatkan lahan tidak bisa dipakgmnlagi (menjadi lahan
yang tidak produktif), pada saat musim hujan lublhgng akan digenangi air
sehingga berpotensi sumber penyakit karena mesgdng nyamuk. Di Daerah
Aliran Sungai (DAS) mengalami perubahan yaitu pdw@am sungai melebar yang

dapat mengakibatkan erosi. (Hasibuan, 2006).

Menurut Najib (2009), Metode penambangan yang Hitekukan pada
daerah alur sungai diperbolenkan pada daerah afissiimentasi tikungan
dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai berfjbafiided stream) dan daerah
rencana sudetan serta kantong kantong pasir /. |&@ta daerah yang sudah
mengalami kerusakan dan masih ada potensi, pengaubamasih bisa dilakukan
pada daerah yang kerusakannya ringan. Pada bagigradan sungai tidak boleh
dilakukan penambangan, karena termasuk dalam kawd#edung. Syarat
penambangan di daerdhlposit bar/ daratan yaitu harus memenuhi kriteria berada
pada daerah non produktif tapi pasir dan batungaakis, pengambilan material
kedalaman maksimal 30 cm diatas muka air tanahnsasiim hujan daffop soil

harus disimpan.

Kegiatan Penambangan mineral bukan logam sangaikntenjadi di Jawa
Tengah seperti yang terjadi di Kecamatan Kledungugaten Temanggung yang
merupakan daerah sabuk hijau Gunung Sumbing. (Dgatw2007). Kegiatan
penambangan mineral bukan logam dalam hal ini p&sin menjadikan rusaknya
lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan bendsmw Desa Kwadungan
Gunung dan bagi daerah lain yang berada di bawaldsgiatan penambangan
pasir dengan laju erosi dan Tingkat Bahaya EroBiE(jTtinggi membahayakan

menyebabkan sebagian tanah yang berada di sekitderytama yang berada di



bagian atas akan mengalami longsor. Hal sepergeles sangat berbahaya dan
menimbulkan ketakutan pada pemilik tanah sekitagy@nahnya belum digali,

seperti yang diungkapkan beberapa orang penjuahtdiereka terpaksa menjual
tanahnya karena khawatir terkena longsor. Haleijatli karena penambang tidak
menerapkan sistem teras pada tanah sekitarnyaggehterbentuk tebing yang
tinggi. Kegiatan penambangan pasir di Desa Kwadu@anung dari segi biaya,

waktu dan tenaga untuk kelestarian lingkungan jstasyat merugikan dan tidak
ada manfaatnya. Keuntungan ekonomi yang diperobslara sepintas tampak
menguntungkan namun apabila dikaji lebih dalam d@andingkan dengan

kerugian lingkungan dalam rupiah maka tampak jebedwa tidak ada

keuntungan yang diperoleh. (Dyahwanti, 2007).

Penambangan mineral bukan logam juga terjadi diugaten Magelang,
tepatnya di Desa Keningar. Penambangan pasir miragikén kerusakan
lingkungan yang cukup parah diantaranya kerusakgamhakibat para penambang
modern maupun manual yang menggali pasir dan mdnjbalzen di kawasan
hutan dan banyak pondasi bangunan-bangseatamndam (pengendali banjir lahar)
terancam rusak akibat penggalian pasir di dekaglram-bangunan tersebut.
Penambang lokal yang terdesak oleh penambang meelelesak dan akhirnya
mereka menambang di tebing-tebing sungai dan kawdsaan Kabupaten
Magelang. Lokasi penambangan sudah sangat dekaawmlepuncak Merapi,
apabila sewaktu-waktu terjadi luncuran awan panmas muntahan lahar, maka
para penambang sulit untuk menyelamatkan diri. (iYatada, 2008)

Kota Semarang merupakan pusat ibukota Jawa Tengata ini
dikenal dengan slogan Kota Atlas yaitu singkatam Aliaan, Tertib, Lancar, Asri,
Sehat.Infrasturktur baik jalan, fasilitas umum sepefatatransportasi, rumah
sakit, lembaga pendidikan, dan pasar modern adkot@d Semarang. Namun
sangat disayangkan kondisi yang ada tidak sesugiatieslogan Kota Semarang .
Dengan adanya fasilitas yang lengkap ternyata hedibg lurus dengan
permasalahan yang terjadi di Kota Semarang sapesalah sosial, kemiskinan,
kriminal, polusi pencemaran udara akibat asap kalasap alat transportasi,



banjir maupun penambangan mineral bukan logam ggagan bukit) yang tidak
memperhatikan kerusakan lingkungan hidup. (Th&it,1).

Kegiatan penambangan mineral bukan logam mendapatas dari Wali
Kota dan DPRD Kota Semarang. Penambangan ini marigensetelah
masyarakat melayangkan protes kepada Pemerintah #abh DPRD kota
Semarang, tentang adanya kegiatan penambangan amimekan logam di
wilayah Tembalang yang sangat merusak lingkungante® masyarakat itu
direspon dengan penyegelan oleh Satpol PP 24 FeBfid lalu. Namun saat ini
ternyata kegiatan penambangan ternyata masih hetlag. Satpol PP melakukan
penyegelan atas dasar SK Wali Kota Nomor 545/288ig ynenyebutkan bahwa
kegiatan penambangan yang dilakukan di Tembaldegall dan harus ditutup.
(Kompas, 2011).

Salah satu tempat penambangan mineral bukan logdfotd Semarang
adalah di Kecamatan Ngaliyan. Hampir seluruh bdkidaerah penambangan
telah terkupas dan tergantikan dengan gedung-gedabgk dan pergudangan.
Penambangan telah menyebabkan perubahan bentamglatakondisi morfologi
sungai seperti, pendangkalan, penyempitan dan peanrmuka airtanah. Meski
sudah dilarang dalam bentuk Peraturan Daerah (P8lolmor 14/2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarangl-2081, namun
aktivitas penambangan oleh PT Indo Perkasa UsahatdRl)) di wilayah
Kawasan Industri Candi tetap berjalan. Bedanybelsen perda ini ditetapkan
oleh DPRD Kota Semarang, aktivitas penambangarkukitm secara terang-
terangan selama satu hari penuh, kini setelah add&aRTRW, PT IPU tetap
melakukan aktivitas penambangan hanya di malamghingdini hari. (Halo
Semarang, 2012).

Dampak terparah hingga mengarah pada bencana adialléblurahan
Bambankerep. Bencana alam berupa gerakan tanabs@iQnterjadi Dusun
Pucung, Kelurahan Bambankerep pada areal seluasckigbih 3 hektar, bermula
dari penggalian dan pengeprasan bukit oleh PT. Pelikkasa Usahatama (IPU)
pada tahun 2002. Pengembangan kawasan industrii Calett PT.IPU



menyebabkan lapisan batuan penyusun daerah pembukdi wilayah
Bambankerep menjadi terbuka (terkelupas). Lapisdanam yang terdiri dari batu
lempung dan napal yang terbuka akan mudah menggmban pecah oleh
pengaruh cuaca. Ketika terkena air lapisan terseljpdstikan mengembang
(swelling clay), dan diikuti oleh pergerakan masa tanah ataadegerakan tanah
di lokasi lahan permukiman. (Widyarini, 2012).

Diperlukan ketegasan dan keberanian dari aparatempet@h dalam
menangani permasalahan ini. Jika upaya penyelamiaigkungan terhadap
daerah konservasi masih setengah hati maka suraparalam yang ada saat ini
kemungkinan tidak akan dirasakan oleh generasi atand. Usaha untuk
melakukan pengelolaan lingkungan sudah berkali-#tmlesak oleh BLH Kota
Semarang terhadap penambang seperti membuat endiangpenambangan
dilakukan dengan terasering, sehingga aktivitaekaetidak merawankan pekerja
maupun warga sekitar. Pemerintah Kota juga mendagak penambang maupun
pemilik untuk merawat infrastruktur jalan di lokg@nambangan . Lahan bekas
penambangan agar dikembalikan lagi seperti senmarigah melakukan reboisasi.
(Suara Merdeka, 2012).

1.2. Perumusan Masalah

Penambangan mineral bukan logam di Kecamatan Ngmrlkota Semarang
mempunyai potensi yang signifikan terhadap kerusdkegkungan. Kecamatan
Ngaliyan merupakan daerah permukiman yang cukuptpalflelihat kenyataan
yang ada, mendorong peneliti untuk melakukan kajem mengevaluasi seberapa
jauh kerusakan lingkungan fisik dan sosial yangterdan rumusan pengelolaan
lingkungan melalui sebuah penelitian yang berjuddl Dampak Kegiatan
Penambangan Mineral Bukan Logam Di Kota Semarang (Bdi Kasus
Kecamatan Ngaliyan).”

Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaanlitenmeya adalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana kerusakan lingkungan fisik yang terjadiba kegiatan

penambangan mineral bukan logam di Kecamatan Ng&tiy



2. Bagaimana dampak sosial akibat penambangan mimgéah logam terhadap
masyarakat di Kecamatan Ngaliyan?

3. Bagaimana rumusan pengelolaan lingkungan di Igg@sambangan?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitisadalah :
1. Mengkaji kerusakan lingkungan fisik akibat penangzan mineral bukan
logam di Kecamatan Ngaliyan.
2. Mengkaji dampak sosial akibat penambangan minerkhio logam terhadap
masyarakat di Kecamatan Ngaliyan.

3. Merumuskan usulan pengelolaan lingkungan di logaeambangan.

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini sangat bermanfaat bagi :

1. Pemerintah Kota Semarang : Dapat dijadikan sebagaian dalam
merencanakan kebijakan pengelolaan lingkungan hiea@mbelajaran yang
muncul diharapkan dapat menjadi sumber inspiragi bélayah lain yang
memiliki permasalahan serupa.

2. Peneliti : Dapat menambah wawasan pengetahuanntent@ngelolaan
lingkungan penambangan mineral bukan logam seedkadan benar.

3. llmu Pengetahuan :Bermanfaat untuk pengembangasekoakademis di
bidang pengelolaan lingkungan utamanya terkait aergnsep pengelolaan

penambangan mineral bukan logam secara baik dar.ben

1.5. Keaslian Penelitian

Mempelajari hasil penelitian terdahulu akan menkagri pemahaman
komprehensif mengenai posisi peneliti. Penegasamsipmi sangat penting untuk
membedakan penelitian peneliti dengan penelitidtenerdahulu yang sudah
dilakukan. Oleh karena itu pada tabel 1.1 berikutakan diketengahkan beberapa
hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukangkasan penelitian terdahulu yang

dijadikan sebagai acuan peneliti, yaitu sebagakier



Tabel 1.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No | Peneliti/Lokasi Judul Penelitian Metodologi Hasil Penelitian
/Tahun Penelitian

1. | Ismail, 2007, Analisis Implementasi Analisis SWOT dan 1. Komitmen pemerintah dalam mengimplemantasikan
Kabupaten Kebijakan Pertambangarmodel kebijakan pertambangan sudah tinggi, tapi belum
Magelang Bahan Galian Golongan C Dbergradasi/bertingk optimal

Kawasan Gunung Merapiatls.d4 2. Komintmen para penambang untuk menaati kebijakan
Kabupaten Magelang masih rendah
3. Dukungan dari masyarakat dan public terhadap
kebijakan pertambangan bahan galian golongan Chmasi
rendah
4. Perencanaan pengelolaan kegiatan penambangan bahan
galian golongan C di kawasan Gumung Metapi
menggunakan tujuh langkah perencanaan.

2. | Inarni Nur| Kajian Dampak LingkunganSnowbal samplingl. Berdasarkan persamaan USLE diperoleh dugaan |[total
Dyahwanti, Kegiatan Penambangan Pasttari stajeholder dan  erosi yang terjadi di lokasi penambangan pasir Desa
2007, Pada Daerah Sabuk Hijaumetode perhitungan Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung adalah sebesar
Kabupaten Gunung Sumbing dierosi USLE 9.878,54 ton/tahun.

Temanggung | Kabupaten Temanggung 2. Kegiatan penambangan pasir di Desa Kwadungan
Gunung Kecamatan Kledung menimbulkan dampak
terhadap fisik lingkungan maupun sosial ekonpmi
masyarakat.

3. Model perencanaan pengelolaan lingkungan lokasi

penambangan pasir di Desa Kwadungan Gur
Kecamatan Kledung disusun berdasarkan metode
langkah perencanaan dengan tujuan untuk meng

nung
tujuh
atasi

permasalahan.
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1. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambanga
adalah merubah rona awal lahan yang sebelumnya
merupakan kebun tanaman budidaya seperti pisanng,
jagung, bamboo dan tumbuhan lain yang terletak di
pinggiran sungai, akibat adanya penambangan dir dasa
sungai maka sungai meluap jika terjadi banjir sgder
tanaman tersebut menjadi tenggelam.

Upaya pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan PP Nomor 150 tahun 2000
tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi
Biomassa.

Puspa  Melafi Dampak penambangarMetode telaah
Hasibuan, 2006, Bahan Galian Golongan Chukum normatif

Kabupaten Deli Terhadap Lingkungan
Serdang Sekitarnya Di Kabupaten

Deli Serdang

1. Tingkat erosi di lokasi penambangan pasir adalatierad dan ringar

Yudbhistira, Kajian Dampak KerusakanMetode penelitian yang

2008,
Keninger.
Kecamatan
Dukun.

Desa Lingkungan Akibat Kegiatan digunakan metode

Penambangan Pasir |
Daerah Kawasan Gunur
Kabupaten Magelang.

> nalisis kuantitatif. dan
ntuk penghitungan

'Gingkat erosi dilakukan

dengan rumus USLE

. Berdasarkan analisis SWOT maka langkah-langkah ypedu

dan menimbulkan dampak fisik lingkungan sepertiatatongsor,
berkurangnya debit air permukaan (mataair), tingaitalu lintas
kendaraan membuat mudah rusaknya jalan, polusaudan dampal
sosial ekonomi. Dampak sosial ekonomi penyerapaage kerja
karena sebagian masyarakat bekerja menjadi tenagga
penambangan pasir, adanya pemasukan bagi pemiléh tgang
dijual atau disewakan untuk diambil pasirnya denbarga tinggi,
banyaknya pendatang yang ikut menambang sehinggzat
menimbulkan konflik, adanya ketakutan sebagian arakat karena
penambangan\pasir yang berpotensi longsor.

dilakukan untuk menghindari dampak lingkungan ddatkengan
memanfaatkan teknologi konservasi lahan dan pemegdiukum
melalui peraturan perundangan yang jelas, transpdaa akuntabe
serta pelibatan peran aktif masyarakat.

Boniska Fitri
Almaida, 2008,

Kajian Dampak Lingkunga
Kegiatan

Penambangaryang

nMetode penelitian
digunakar

Sendangmulyo,

Bahan Galian Golongan C

adalah analisg

oL

. Kegiatan penambangan bahan galian golongan C

sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota B

tidak
agian

Wilayah Kota VI (BWK VI) Tahun 2000-2010.
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menggunakan
teknik  purposive
sampling

.Usulan pengelolaan daerah pasca tambang yang

Kota Semarang kualitatif ~ denga. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan studi

jenis batuan yang terdapat di lapangan adalah i
vulkanik.

penambangan adalah kerusakan jalan, jatuhan-jaf
material, kondisi tanah yang semakin gersang.

dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan ata
dalam bentuk rekayasa vegetasi dan mekanis.

7. | Ari Potensi dan Mitigasi Analisa kuantitatif
Widyarini,2012,| Bencana Gerakan Tanah Dinelalui metode
Kelurahan Kelurahan Bambankereppembuatan tabulas
Bambankerep | Kecamatan Ngaliyan, Kotalangsung.
Semarang

U7

. Berdasarkan pengamatan bahwa bencana alam ge
tanah yang terjadin di wilayah Bambankerep disedabk

. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Bamban

. Untuk menanggulangi kejadian bencana alam

oleh faktor-faktor pengontrol dan prose pemice kgana

sudah tahu kondisi lingkungan di wilayahnya cul
sering terjadi longsor atau gerakan tanah, tetagreka
tetap beranggapan bahwa terjadinya bencana ter
sepenuhnya diakibatkan oleh adanya kegi
penambangan KIC.

menangani pengungsi Pemerintah Kota Semarang
mengeluarkan peraturan tentang Pembentukan Orga
dan Tata kerja Satuan Penanggulangan Bencana
Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) No. 36(

stak
reks

.Dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan

uhan

dapat
la

rakan

kerep
Kup

sebut
atan

dan
telah
nisa
dan
)/43

tahun 2002.

Sumber : Ringkasan Pribadi, 2012
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lingkungan Hidup
2.1.1 Definisi Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tenRertindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup alddesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,asggkmmanusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendirfarkgsungan perikehidupan,
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup Ratam Undang-Undang
tersebut dinyatakan bahwa lingkungan hidup yangtsdan bersih merupakan
hak asasi setiap orang, sehingga diperlukan kemagaibadi dan lembaga baik
lembaga pemerintah maupun non pemerintah agarpt&rdingkungan yang
nyaman dan layak terhadap penghidupan manusia.jakehi pengelolaan
lingkungan secara menyeluruh perlu diterapkan dasi pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam secara bijak menugkulngan yang

berkelanjutan.

Danusaputro (1985) menyatakan bahwa lingkungaphimerupakan
“harta pusaka” bagi seluruh dan segenap insaniang@pg zaman, yang harus
senantiasa dijaga kelestariaanya secara turun temnMiemang tiap insani boleh
dan dapat memanfaatkan lingkungan hidup, tetapapian tidak diwenangkan
untuk merusak atau menanggung akibatnya, sebalilget@mp pihak justru
memikul kewajiban untuk selalu memeliharanya denbaik dan menjaganya
secara tertib dengan menghindarkan segala ancat@an gangguan, yang

mungkin dapat menimpanya.

Sementara itu, menurut Irwan (2007), Lingkungaalad suatu sistem
kompleks yang berada di luar individu yang mempeangapertumbuhan dan
perkembangan organisme. Lingkungan merupakan rtigagdimensi, dimana
organism merupakan salah satu bagiannya. Lingkunparsifat dinamis,

perubahan dan perbedaan yang terjadi baik secatiakmuaaupun relatif dari
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faktor-faktor lingkungan terhadap tumbuh-tumbuh&anaberbeda-beda menurut

waktu, tempat dan keadaan.

Mengelola lingkungan hidup berarti mengelola linggan alam, yang
berarti mengelola lingkungan alam sekitar, agamma menunjang kehidupan
dan kesejahteraan ekologi. Perlindungan terhadalpgik menjadi bagian penting
dalam pengelolaan lingkungan hidup, saling menupjaaling membutuhkan,

dan saling menjaga ekologi dengan caranya masirsgjaga

2.1.2 Dampak Lingkungan

Soemarwoto (2003), memberikan pengertian mengeamipdk sebagai
suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat sudivitas. Aktivitas tersebut
dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupunldgi. Dampak dapat bersifat
positif berupa manfaat, dapat pula bersifat neghgfupa resiko, kepada
lingkungan fisik dan non fisik termasuk sosial byalaAktivitas tersebut dapat
bersifat alamiah, misalnya semburan asap beractinkdawah gunung berapi,
gempa bumi,pertumbuhan massal eceng gondok. Addivilapat pula sebagai
hasil dari suatu kegiatan manusia, misalnya pembary industri kimia,
bendungan, pencetakan sawah dan sebagainya.

Dampak lingkunganefivironmental impact) adalah perubahan lingkungan
yang diakibatkan oleh suatu aktivitas. Berdasadefimisi ini, berarti perubahan
lingkungan yang terjadi langsung mengenai kompolmggkungan primernya,
sedang perubahan lingkungan yang disebabkan olehbdlenya kondisi
komponen lingkungan dikatakan bukan dampak lingkangnelainkan karena
pengaruh perubahan komponen lingkungan atau akittak langsung dapat
disebut juga sebagai pengarehv{ronmental effect). (Soemarwoto, 2003)

Menurut Sudrajat (2010), berdasarkan identifikasin dpengalaman
dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanyaitagindustri pertambangan
antara lain : berubahnya morfologi alam, ekologdrdiogi, pencemaran air,
udara dan tanah. Perubahan morfologi atau bentéarg misalnya kegiatan
eksploitasi yang dilakukan pada morfologi perbukiteemudian adanya aktivitas
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penggalian maka akan berubah menjadi dataran, gabaatau kolam-kolam

besar. perubahan morfologi menjadi lubang besar dddam, tentu saja akan

menyebabkan terjadinya perubahan sistem ekologi ldrologi di daerah
tersebut. Sedangkan pencemaran air, udara dan dapah disebabkan oleh debu
dari aktivitas penggalian, debu dari aktivitas penguran atau pengecilan
ukuran bijih dan limbah logam berat dan bahan herdainnya dari buangan
proses pengolahan dan pemurnian.

Menurut Carley dan Bustelo (1984), ruang lingkupe&ssosial paling
tidak mencakup aspek demografi, sosial ekonomijtuss dan psikologis dan
sosial budaya. Dampak demografis meliputi angkatarja dan perubahan
struktur penduduk, kesempatan kerja, pemindahan mdwokasi penduduk.
Dampak sosial ekonomi terdiri dari perubahan peat#ap kesempatan berusaha,
pola tenaga kerja. Dampak institusi meliputi nakrpermintaan akan fasilitas
seperti perumahan, sekolah, sarana rekreasi. Dapgikogis dan sosial budaya
meliputi integrasi sosial, kohesi sosial, ketemdkatiengan tempat tinggal.

Dampak sosial menurut Hadi (2002), dikategorikalamadua kelompok
yakni real impact dan perceived impact. Real atau standard impact adalah
dampak yang timbul akibat dari aktivitas proyeka gonstruksi, konstruksi dan
operasi misalnya pemindahan penduduk, bising darsipodaraPerceived atau
gpecial impact adalah suatu dampak yang timbul dari persepsi anakst
terhadap resiko dari adanya proyek. Beberapa codtoh perceived impact
diantaranyastress, rasa takut maupun bentweoncerns yang lain. Tipe respon
masyarakat dapat berbentuk :

a) Tindakan éction) seperti pindah ke tempat lain, tidak bersedia l&gt
terlibat dalam kegiatan masyarakat. Tindakan iaidil karena masyarakat
tidak nyaman tinggal di pemukiman karena akan aa@ngyek yang merusak
dan mencemariAction juga dapat berupa tindakan menentang kehadiran
proyek berupa protes, unjuk rasa atau demonstrasi.

b) Sikap dan opini yang terbentuk karena persepsi anakgt. Sikap dan opini

itu misalnya dalam bentuk pendapat tentang pemukimareka yang tidak
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lagi nyaman, pendeknya tidak ada lagi kebanggaatukutinggal di
pemukiman tersebut.

c) Dampak psikologis misalnyslress, rasa cemas dan sebagainya.

2.1.3 Kerusakan Lingkungan

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Ringelolaan
Lingkungan Hidup bahwa kerusakan lingkungan hidugrupakan perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifé, flsmia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kekas lingkungan hidup.
Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanydakan yang menimbulkan
perubahan langsung atau tidak langsung sifat ftkk/atau hayati sehingga
lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menagja pembangunan
berkelanjutan . Kerusakan lingkungan hidup terghdiarat, udara, maupun di air.
(KLH, 2002).

Bappedal Banten (2006), dalam menyusun statusuimggn hidup Banten
menyebutkan bahwa kualitas lingkungan yang baikupeakan salah satu modal
dasar penting bagi terlaksananya pembangunan yarkgelanjutan. Kualitas
lingkungan berpengaruh terhadap kualitas hidup arakat lokal, penduduk yang
bekerja serta yang berkunjung ke daerah terselauydk aktivitas manusia yang
memiliki dampak buruk terhadap kualitas lingkunganena pengelolaan sampah
dan limbah yang kurang baik, kepedulian masyaraleatg rendah terhadap
kebersihan lingkungan, penggunaan yang semakinngieti bahan-bahan yang
tidak mampu didegradasi oleh alam serta bateaobiotik lain yang berdampak
serius terhadap kualitas lingkungan. Peningkatamlgh dan penggunaan
kendaraan pribadi dan kendaraan yang tidak ladnjakrta operasi industri yang
berpengelolaan buruk merupakan penyebab pentimg neenurunnya kualitas
lingkungan. Perencanaan tata ruang dan wilayah tydaky mempedulikan kaidah
pelestarian lingkungan, kelemahan birokrasi, pekegdukum dan kelembagaan

juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kaslingkungan.
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Kualitas lingkungan hidup yang menurun merupakadikator adanya
kerusakan lingkungan. Menurut Soemarwoto (2003glitas lingkungan dapat
diartikan dalam kaitannya dengan kualitas hidupuydalam kualitas lingkungan
yang baik terdapat potensi untuk berkembangnyaitkgahidup yang tinggi.
Namun kualitas hidup sifatnya subyektif dan reléfifialitas hidup dapat diukur
dengan tiga kriteria :

1. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagakhhak hayati.
Kebutuhan ini bersifat mutlak, yang didorong oleiniginan manusia untuk
menjaga kelangsungan hidup hayatinya.

2. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup manusi&ebutuhan hidup ini
bersifat relatif, walaupun ada kaitannya denganukéian hidup jenis
pertama.

3. Derajat kebebasan untuk memilih. Sudah barang tlalam masyarakat yang
tertib, derajat kebebasan dibatasi oleh hukum Ypailg tertulis maupun tidak

tertulis.

2.2. Definisi Pertambangan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangafédngan
Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkamngmbangan adalah sebagian
atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka peamelitpengelolaan, dan
pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputiyefidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangaengolahan dan

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegi@sca tambang.
2.2.1 Usaha pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Usaha pertambaragkaiah
kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atabaratyang meliputi tahapan
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kakay, kostruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, penganglatarpenjualan, serta
pasca tambang. Dari pengertian tersebut dapat plitken bahwa usaha

pertambangan bahan-bahan galian dibedakan men{ddlgpan) macam yaitu:
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. Penyelidikan umum, adalah tahapan kegiatan pertagaimauntuk mengetahui
kondisi geologi regional dan indikasi adanya mihgsasi.

. Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertg@abamtuk memperoleh
informasi secara terperinci dan teliti tentang kkaentuk, dimensi, sebaran,
kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan gadieama informasi mengenai
lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

. Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usalengengan yang meliputi
konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurniamasek pengangkutan
dan penjualan, serta sarana pengendalian dampgtutigan sesuai dengan
hasil studi kelayakan.

. Konstruksi, adalah kegiatan usaha pertambangan kunnelakukan
pembangunan seluruh fasilitas operasi produksimasuk pengendalian
dampak lingkungan.

. Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertgambamuntuk
memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineargnnya.

. Pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usahami@ngan untuk
meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara sett&k memanfaatkan dan
memperoleh mineral ikutan.

. Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambandgak oremindahkan
mineral dan/atau batu bara dari daerah tambangtdanfempat pengolahan
dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

. Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan umekjual hasil

pertambangan mineral atau batubara.

Usaha pertambangan ini dikelompokkan atas:

1. Pertambangan mineral; dan

. Pertambangan batubara.

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentwaan, yang memiliki

sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristgatur atau gabungannya yang

membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau. gagltambangan mineral
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adalah pertambangan kumpulan mineral yang berygadiau batuan, di luar
panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanghrReangan mineral

digolongkan atas:

1. Pertambangan mineral radio aktif;

2. Pertambangan mineral logam;

3. Pertambangan mineral bukan logam;
4

. Pertambangan batuan.

Batubara adalah endapan senyawa organik karbomgnteebentuk secara
alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pertambangamha adalah pertambangan
endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, terfknbgumen padat, gambut,
dan batuan aspal.

2.2.2 Konsep Pengelolaan Pertambangan
Menurut Sudrajat (2010), cap atau kesan buruk bapamambangan

merupakan kegiatan usaha yang berzi#ed value sebagai akibat dari kenyataan
berkembangnya kegiatan penambangan yang tidak nuginlenteria dan kaidah-
kaidah teknis yang baik dan benar, adalah angggpag segera harus segera
diakhiri. Caranya adalah melakukan penataan kongepgelolaan usaha
pertambangan yang baik dan benar. Menyadari bahdasiri pertambangan
adalah industri yang akan terus berlangsung sejali@mgan semakin
meningkatnya peradaban manusia, maka yang harugdngerhatian semua
pihak adalah bagaimana mendorong industri pertagdmeebagai industri yang
dapat memaksimalkan dampak positif dan menekan alampgatif seminimal
mungkin melalui konsep pengelolaan usaha pertansmabgrwawasan jangka
panjang. Berdasarkan pada pengamatan dan pengafamdaajat (2010), yang
bergelut dalam dunia praktis di lapangan, munculsgmmlah persoalan yang
mengiringi kegiatan usaha pertambangan di lapadgamaranya :
1) Terkorbankannya pemilik lahan

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yawigresg mengorbankan

kepentingan pemegang hak atas lahan. Hal ini séengdi lantaran selain
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kurang bagusnya administrasi pertanahan di ting&atah, juga karena faktor
budaya dan adat setempat. Kebiasaan masyarakadiatieberapa tempat
dalam hal penguasaan hak atas tanah biasanya odéngan adanya
pengaturan intern mereka, yaitu saling mengetahoi denghormati antara
batas-batas tanah. Keadaan tersebut kemudian diatkah oleh sekelompok
orang dengan cara membuat surat tanah dari desa st

Kerusakan lingkungan

Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan saghgh pasti akan
menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungalatadikta yang tidak
dapat dibantah. Untuk mengambil bahan galian terfetilakukan dengan
melaksanakan penggalian. Artinya akan terjadi pbekan atau perubahan
permukaan bumi, sesuai karakteristik pembentukan lddberadaan bahan
galian, yang secara geologis dalam pembentukansye memenuhi kondisi
geologi tertentu.

Ketimpangan sosial

Kebanyakan kegiatan usaha pertambangan di daemgentd dimana
keberadaan masyarakatnya masih hidup dengan saedethana, tingkat
pendidikan umumnya hanya tamatan SD, dan kondisialscekonomi
umumnya masih berada di bawah garis kemiskinanaiDipihak, kegiatan
usaha pertambangan membawa pendatang dengan tpegiditikan cukup,
menerapkan teknologi menengah sampai tinggi, debhgdaya dan kebiasaan
yang terkadang bertolak belakang dengan masyasaftampat. Kondisi ini
menyebabkan munculnya kesenjangan sosial antgieuligan pertambangan

dengan masyarakat di sekitar usaha pertambang@amgsung.

Berangkat dari ketiga permasalahan pertambangesebie, Sudrajat

(2010), menyatakan bahwa dalam menjalankan pemg@lotlan pengusahaan

bahan galian harus dilakukan dengan cara yang daik benar(good mining

practice). Good mining practice meliputi :

1.
2.

Penetapan wilayah pertambangan,
Penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah,
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Aspek perizinan,

Teknis penambangan,

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3),
Lingkungan,

Keterkaitan hulu-hilir’/konservasi/nilai tambah,

pengembangan masyarakat/wilayah di sekitar lokegiakan,

© © N o 0 &~ W

Rencana penutupan pasca tambang,
10. Standardisasi.

2.3 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah gkatkan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan danikmranusiaan. Ketersediaan
sumberdaya alam dalam meningkatkan pembangunarmatseratas dan tidak
merata, sedangkan permintaan sumberdaya alam tewrsingkat, akibat
peningkatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhadugek. (Syahputra,
2005)

Syahputra (2005), menambahkan pula bahwa dalamkaangaya
mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkung#ratapembangunan
maka, perlu dilakukan perencanaan pembangunan \dilagmdasi prinsip
pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunanelaejytan dilakukan
dengan memadukan kemampuan lingkungan, sumberati@yadan teknologi ke
dalam proses pembangunan untuk menjamin generasi imadan generasi masa

mendatang. .

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No#®fmMahun 2010
tentang reklamasi dan pasca tambang prinsip periggh dan pengelolaan
lingkungan hidup pertambangan meliputi :

1. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan,tanah, air laut, dan
tanah serta udara berdasarkan standar baku natdw kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketergaeaturan perundang-

undangan;
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Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

3. Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanawuhan batuan penutup,
kolam tailing, lahan bekas tambang, dan stmutiatan lainnya;
Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai deegariykannya,;
Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setaingan
Perlindungan terhadap kuantitas airtanah sesul®ngan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kebijakan lingkungan berlandaskan pada manajemegkungan dan
tergantung pada tinggi rendahnya orientasi. Orgerkabijakan lingkungan yang
umum dikenal adalah orientasi kebijakan memenuhiatpean lingkungan
(compliance oriented) dan yang berusaha melebihi standar peraturanbtérse
(beyond compliance). Para pemangku kepentingan dalam kegiatan pemaaba
mineral bukan logam adalah para pengambil kebijakamg sudah seharusnya
memprioritaskan pengelolaan lingkungan pada leréhggi.

Kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan pemtyerundang-
undangan (regulation compliance) merupakan awal pemikiran manajemen
lingkungan. Perusahaan berusaha semaksimal mungkiok menghindari
penalti-denda lingkungan, klaim dari masyarakatitaek dil. Kebijakan ini
menggunakan metoda reaktf-hoc dan pendekataend of pipe (menanggulangi
masalah polusi dan limbah pada hasil akhirnya, reel@svat penyaring udara,
teknologi pengolah air limbah dll). (Purwanto, 2p02

Kebijakan yang berorientasi setelah pemenuhan Qgkaandari cara
tradisional dalam menangani isu lingkungan kareaea adeaktif ad-hoc dan
pendekatarend of pipe terbukti tidak efektif. Seiring kompetisi yang sahm
meningkat dalam pasar global yang semakin berkegitbarkum lingkungan dan
peraturan menerapkan standar baru bagi sektorsbdiseluruh bagian dunia.
(Purwanto 2002).

Soerjani (2007), menyatakan bahwa pengelolaan uimggn ditujukan
kepada perilaku dan perbuatan yang ramah lingkurdglam semua sektor
tindakan. Jadi, istilah lingkungan tidak boleh dadtsehingga maknanya menjadi
kabur atau bahkan hilang artinya. Teknologi haamah lingkungan, jadi tidak
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perlu ada teknologi lingkungan, karena teknologinraeg sudah harus ramah
lingkungan. Demikian pula dengan kesehatan lingkanerilaku ekonomi juga
harus ramah lingkungan, artinya hemat sumber dayeada, pikiran, materi dan

waktu dengan hasil kegiatan yang optimal).

2.4 Pendekatan Pengelolaan Lingkungan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mbic-
:1453.K/29/MEM/2000 membagi pendekatan pengelolegkungan ke dalam 3
jenis :
2.4.1 Pendekatan Teknologi
Memuat semua cara/teknik pengelolaan lingkungak fisaupun biologi
yang direncanakan /diperlukan untuk mencegah/mangi/menanggulangi
dampak kegiatan Pertambangan sehingga kelestanighuhgan lebih lanjut
dapat dipertahankan dan bahkan untuk memperbaikingleatkan daya
dukungnya seperti :
a) Pencegahan erosi, longsoran dan sedimentasi depgaghijauan dan
terasering.
b) Penggunaan lahan secara terencana dengan meniaertkanservasi lahan.
c) Mengurangi terjadinya pencemaran pantai laut, #palwkasi kegiatan
terletak ditepi pantai
d) Membangun kolam pengendapan disekitar daerah kegiaituk menahan
lumpur oleh aliran permukaan
e) Membuat cek dam dan turap
f) Penimbunan kembali lubang-lubang bekas tambang

g) Penataan lahan

2.4.2 Pendekatan Ekonomi Sosial dan Budaya
Pada bagian ini dirinci semua bantuan dan kerjasgpaeatur pemerintah

terkait yang diperlukan oleh pemprakarsa untuk mggalangi dampak-dampak
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lingkungan kegiatan Pertambangan ditinjau dari $ggya, kemudahan, sosial

ekonomi, misalnya :

1.

Bantuan biaya dan kemudahan untuk operasi pengeltifagkungan

a) Kemudahan/keringanan bea masuk pengadaan peralatan

b) Keringanan syarat pinjaman/kredit bank

c) Kebijaksanaan dan penyelenggaraan penyaluran pekdwhg tergusur
dari lahan tempat tinggalnya atau lahan mata pem@ainya

Penanggulangan masalah sosial, ekonomi dan soslial/a, antara lain:

d) Pelaksanaan ganti rugi ditempuh dengan cara-catgpat

e) Kebijaksanaan dan penyelenggaraan penyaluran gekdang tergusur
dari lahan tempat tinggalnya atau lahan mata pem@ainya

f) Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk yang memgadarubahan pola
kehidupan dan sumber penghidupan

g) Penggunaan tenaga kerja setempat yang bila pedahwlui dengan
latihan keterampilan

h) Penyelamatan benda bersejarah dan tempat yanguai&tkan masyarakat

2.4.3 Pendekatan Institusi

Pada bagian ini dirinci kegiatan setiap instasidn/lembaga lain yang

terlibat/ perlu dilibatkan dalam rangka pelaksanpambangunan dan kegiatan

penanggulangan dampak rencana kegiatan pertambangan ditinjau dari segi

kewenangan, tanggung jawab dan keterkaitan antstansi/badan/lembaga,

misalnya :

a)

b)

Pengembangan mekanisme kerjasama/koordinasi anséansi Peraturan
perundang-undangan yang menunjang pengelolaarulggk

Pengawasan baik intern maupun ekstern yang melipertigawasan oleh
aparat pemerintah dan masyarakat

Perencanaan prasarana dan sarana umum, baik reta@sun baru
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2.5. Rehabilitasi Lahan

Reklamasi Lahan Pasca Penambangan adalah suata ppayanfaatan
lahan pasca penambangan melalui rona perbaikakulwggn fisik terutama pada
bentang lahan yang telah dirusak. Upaya ini dilakukintuk mengembalikan
secara ekologis atau difungsikan menurut rencanapeéannya dengan melihat
konsep tata ruang dan kewilayahan secara ekollgisajiban reklamasi lahan
bisa dilakukan oleh pengusaha secara langsung laerak lahan atau
memberikan sejumlah uang sebagai jaminan akan oleak reklamasi.
Yudhistira, (2008).

Berdasarkan data dari Departemen Energi dan Suan@efdineral pada
Tahun 2005 terdapat 186 perusahaan tambang yanl akd$ dengan total luas
areal sekitar 57.703 ha dan hanya 20.086 ha ydaly tkreklamasi oleh para
perusahaan yang memperoleh kontrak pada lahanbwers8ebagian lahan
tersebut dikembalikan kepada petani untuk diusahdembali menjadi lahan
pertanian. Sebagian pengusaha tidak mereklamasi lddin meninggalkan begitu
saja.

Almaida (2008), Kewajiban pasca tambang yang lerfigik mempunyai
dimensi ekonomi dan sosial yang sangat tinggi darpdiensi menimbulkan
konflik pada masyarakat dengan pemerintah dan yisgha pertambangan. Oleh
karena itu pengelolaan pasca tambang bukan memipalksalah fisik, tetapi
merupakanpolitical will pemerintah untuk meregulasi secara benar dengan
memperhatikan kaidah lingkungan. Kemudian mengimplgasikannya dengan
mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan aoengepada falfasah
ekonomi dan sosial serta akuntabilitas yang daipatchya.
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METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini tahap penelitian akan terlmagnjadi 3 tahap, yaitu :
Tahap Pendahuluan

Tahap ini meliputi persiapan materi penelitian dengnengadakan studi
literatur guna mengetahui lebih mendalam permaaalalan mengadakan
tinjauan awal ke lapangan yang akan dijadikan ténpemelitian untuk
mengetahui lokasi mana saja yang terkena dampakkelarsakan cukup
parah. Selain itu, peninjauan awal ini juga terkaidisi administratif baik
dari pihak pemerintah maupun pihak pengembang.

Tahap Survei Lapangan

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data baikneprimaupun
sekunder. Data primer diambil pada penelitian dddlandisi eksisting
lokasi penambangan mineral bukan logam dan bagaimesspon
masyarakat yang terkena dampak baik langsung matigak langsung.
Data sekunder merupakan data pendukung yang didepdari pemerintah
kota maupun dari pengembang.

Tahap Penyusunan hasil Penelitian

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penyasuhasil penelitian
dimana akan dilakukan evaluasi dan pemeriksaargutasil analisis data
baik primer maupun sekunder, hasil yang terteralaad@embahasan,

kesimpulan dan rekomendasi.

Tipe Penelitian

Ditinjau dari permasalahan dan tujuan serta date ykan diambil, maka

penelitian ini merupakan penelitian non eksperimatau secara khusus

digolongkan sebagai penelitian deskriptif dimandadgang akan dijadikan
penelitian sudah ada. (Arikunto, 2006). Penelittgskriptif dilakukan dengan

menjelaskan atau menggambarkan variabel masa &lusdkarang. Penelitian
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deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam makgartata cara yang berlaku

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentumaguk kegiatan, sikap,

pandangan serta proses yang sedang berlangsungoedagaruh dari suatu

fenomena. Berikut ini dapat dilihat dari skema kegka pikir penelitian.

Pertambangan

Kondisi penambangan 3

Peraturan Daerah Nomor

A

> tahun terakhir

14/2011 tentang RTRW Kota
Semarang 20:-203]

pekerjaan

Analisis Permasalahan :
1. Dampak Lingkungan akibat penambangan mineral bldgam.

Fisik (kondisi tanah dan vegetasi)
2. Dampak Sosial : Kenyamanan, pembebasan lahanedabhghan

'

v

y

Hasil :

Evaluasi Dampak Lingkungan dan sosial
yang diakibatkan oleh penambangan mineral
bukan logam

Usulan pengelolaan lingkungari

Rekomendasi :

\ 4

Pengelolaan lingkungan di lokasi

penambangan mineral bukan logam yang ideal

secara sosial dan ekologis

Gambar 3.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian

Sumber : Analisis Pribadi, 2012

3.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup pada penelitian ini terbagi menjadi,dyaitu :

3.3.1 Ruang Lingkup Spasial

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian ohélah dua kelurahan di

Kecamatan Ngaliyan yaitu kelurahan Purwoyoso damlZakerep. Selain dua



27

kelurahan tersebut, peneliti akan melakukan obsen@ngsung ke lokasi

penambangan mineral bukan logam yaitu daerah kamlasastri di Kelurahan

W &

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN NGALIYAN

Purwoyoso.

——— Batas Kelurahan
-—-— Batas Kecamatan

Jalan

Arteri Primer
— Arteri Sekunder
= Kol. Primer
——— Kol. Sekunder
Lokal
~ Tol
Sungai

500 O 500 1000 1500 2000 25
e —— ]

T g

KECAMATAN NGALIYA

SUMBER :
RTRW KOTA SEMARANG 2010-20

Gambar 3.2. Peta Lokasi Penelitian (Kecamatan Mayali
Sumber : Kecamatan Ngaliyan, 2012

3.3.2 Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial penelitian ini adalatagabberikut :
a. Kerusakan lingkungan fisik akibat penambangan mainbukan logam di
Kecamatan Ngaliyan.
Aspek fisik, dengan indikator meliputi :
1. Kondisi tanah permukaan.
2. Kondisi vegetasi.
b. Dampak sosial akibat penambangan mineral bukan mogarhadap
masyarakat di Kecamatan Ngaliyan.

Aspek sosial, dengan indikator meliputi :
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1. Gangguan kenyamanan
2. Pembebasan lahan
3. Perubahan pekerjaan
c. Pengelolaan lingkungan penambangan mineral bukganmodi Kecamatan
Ngaliyan dengan indikator meliputi :
» Penetapan wilayah pertambangan
* Penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah
» Aspek perizinan
* Aspek lingkungan
* Pendekatan pengelolaan lingkungan dari sisi ekonswsial dan budaya

* Pendekatan pengelolaan lingkungan dari sisi irsstitu

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang representatif danasejdéngan tujuan
penelitian. Teknik pengumpulan data didasarkan padgenis data yaitu :
3.4.1 Data Primer
Data primer adalah data yang didapat dari sumh#arpea, baik dari individu
atau perseorangan seperti hasil wawancara atalipgeasjisian kuesioner yang
biasa dilakukan oleh peneliti. Sumber data primeapgatkan dari :
1. Masyarakat di Kelurahan Purwoyoso dan Kelurahanlizarkerep.
* Berdasarkan informasi dari kelurahan Purwoyoso yahayang paling
rawan terkena dampak penambangan adalah RW 4 dabh3RW
* Berdasarkan informasi dari Kelurahan Bambankerégyah yang terkena
dampak (longsor) adalah RW 1 dan RW 2.
2. Penentu kebijakan di Pemerintah Kota Semarang Ymergaitan dengan
kebijakan lingkungan, yaitu :
» Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, dari instansidiperoleh data dan
informasi mengenai perijinan pertambangan minenbh logam di Kota

Semarang umumnya dan khususnya di lokasi penelitian
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 BLH dan Bappeda Kota Semarang dari instansi inerdileh data dan
informasi mengenai model pengupayaan pengelolagkungan di kota
Semarang secara umum dan khususnya di daerah-daemnambangan
mineral bukan logam.

3. PT. Indo Perkasa Usahatama (IPU) selaku pengemlsiag pelaku
penambangan, dari perusahaan ini diperoleh data imfanmasi tentang
perijinan, penggunaan bahan tambang mineral budgaum, ganti rugi lahan
dan pengelolaan wilayah penambangan.

Teknik yang digunakan dalam proses pengambilanptateer adalah :

1. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan gogemakan daftar
pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. @aanelitian ini dipakai
kuesioner bersifat tertutup dan terbuka, dengarggréian tertutup bahwa
jawaban kuesioner telah tersedia dan respondegalingemilin beberapa
alternatif yang telah disediakan. Sedangkan terlngrarti bahwa responden
diminta untuk memberikan jawaban dan pendapatnygauasekeinginan
mereka, dengan menuliskannya pada tempat yangdisiatiakan.

2. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengagajean pertanyaan
langsung melalui cara tanya jawab yang dilakukangde beberapa nara
sumber yang terpilih. Teknik ini digunakan secamautan dan sebagai cara
utama memperoleh data secara mendalam yang tigekotth dengan data

dokumentasi. Teknik ini digunakan dengan menggumal@at yang

dinamakaninterview guide (panduan wawancara). Beberapa hal yang belum

tercakup dalam daftar pertanyaan dapat digali detejanik ini.

3. Observasi, yaitu pengumpulan data langsung padakogng akan diteliti,
melakukan pengamatan dan pencatatan langsung agrhgdjala atau
fenomena yang diteliti.

4. Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan datarsger, melalui studi
pustaka/literatur dilengkapi dengan data statistigta, foto dan gambar-

gambar yang relevan dengan tujuan penelitian.
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3.4.2 Data Sekunder

Data yang kedua adalah data sekunder, data inipalean data primer yang
telah diolah oleh pihak lain atau data primer y&lgh diolah lebih lanjut dan
disajikan baik oleh pengumpul data primer atau gbdtak lain yang pada
umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel ataugrdma-diagram. Data
sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini ddala
» Peraturan dan kebijakan.
» Batas wilayah administratif.
» Keadaan penduduk.

* Peta-peta yang mendukung penelitian.

3.5. Populasi dan Sampling

Sampel yang diambil adalah masyarakat di dua Kedurayang terkena
dampak signifikan yaitu Kelurahan Purwoyoso (RWa#h &RW13) dan Kelurahan
Bambankerep (RW 1 dan RW 2). Sedangkan untuk maingietkebijakan
pertambangan dilakukan wawancara kepada instarksiitteli Pemerintah Kota
Semarang Yyaitu Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengaha®©RSDA dan ESDM
Kota Semarang, BLH dan Bappeda Kota Semarang.

Teknik sampling dengan menggunakan sistamposive sampling yaitu
sampling dengan menentukan sampel berdasarkanmpartgan tertentu,
klasifikasi dan karakter tertentu yang dipandangatlanemenuhi data secara
maksimal (Arikunto, 2006). Dengan menggunakan sigté diharapkan peneliti
mendapatkan karakteristik masyarakat yang spes#itngga sasaran dan target
penelitian dapat tercapai secara maksimal dan ytatg diperoleh adalah data
yang valid sesuai kenyataan yang terjadi di lapanga
1. Identifikasi responden dalam penelitian diambil idperwakilan Kepala

Keluarga (KK) yang ada di lokasi penelitian yaitukgtlurahan Purwoyoso
(RW 4 dan RW 13) dan Kelurahan Bambankerep (RW A B&V 2) .
Pengambilan sampel pada responden di tiap Rukuangea (RT) diambil
secara acak. Penentuan R¥feal Sampling) yang dipilih berdasarkan sampel
purposive, yaitu atas dasar pertimbangan :
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* Penduduk yang telah tinggal paling sedikit selam&alun di wilayah
studi.

* Penduduk yang sudah/rawan terkena dampak penanmbdatsan hal ini
penduduk yang pernah mengalami banjir/tanah lohgsoah rusak.

2. Penentuan jumlah responden dilakukan dengan cara :

Jumlah sampel responden ditentukan sebanyak 50lakéqgduarga dari

masing-masing kelurahan. Pertimbangan pemilihanasiokdan jumlah

responden adalah berdasarkan keterangan dari K@¥Masetempat yang

mengetahui secara pasti berapa jumlah warga mengabenjir/tanah

longsor/rumah rusak.

3.6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder, maka t#lanjutnya adalah
melakukan analisis data yaitu dengan pendekatafitdtifakarena data yang
diperoleh dari aspek sosial merupakan hasil wawancgng berbentuk
pertanyaan terstruktur (kuesioner) terkait pemalmamasponden terhadap
permasalahan penambangan mineral bukan logam ayafihya. Untuk melihat
sejauh mana responden memahami permasalahan teaskeltmh dengan melihat
persentase kecenderungan jawaban dari para respongstu dengan
penghitungan sebagai berikut :

Jawaban Responden

x 100% = Simpulan Pendapat Responden

Total Responden
Setelah mendapatkan hasil simpulan pendapat responthka analisis
selanjutnya adalah menganalisis pendapat masyatekahma terhadap tingkat
pengetahuan kerusakan lingkungan hidup dan kepeduhasyarakat terhadap
lingkungan hidup. Kemudian, untuk mengetahui kddija pengelolaan
lingkungan dan penambangan mineral bukan logarkukin wawancara kepada
instansi terkait di Pemerintah Kota Semarang. Tiedspek fisik, peneliti akan
melakukan analisis terhadap aspek fisik berdasakkawlisi eksisting di lokasi

penambangan mineral bukan logam.



